LAMPIRAN 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023

k)  [samas

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi
Papua Sclatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi
Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari
Provinsi Papua scrta pembentukan Provinsi Papua
Barat Daya yang merupakan pemckaran dari Provinsi
Papua Barat periu kebijakan dan langkah luar biasa
untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah
baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan
pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terlaksana
sesuai  dengan jadwal dan tahapan sehingga
menciptakan stabilitas politik dalam negeri;

b. bahwa scbagai implikasi dari pembentukan Provinsi
Papua Seclatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga
perlu dilakukan penataan dacrah pemilihan dan
alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi serta
kelembagaan penyelenggara pemilihan umum
sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang
sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan
tahapan pemilihan umum tahun 2024;

c. bahwa . . .
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PRESIDEN
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bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu
dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum  yang  berkaitan dengan  penguatan
kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal
dimulainya kampanye pemilihan umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah,
dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu
Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian dacrah
pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai
akibat dari pertambahan jumlah penduduk;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Selatan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Pegunungan, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Barat Daya, Presiden sesuai kewenangannya
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Mengingat . .




Mengingat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6766);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6803);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6805),;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6831);

Dengan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

SK No 145749 A

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan
melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
=3 _ &S
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei1 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tud.

PRATIKNO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
.REPUBIJK INDONESIA

. g P_erund_ang- undangan

¥ \ ministrasi Hukum,
._ =
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LAMPIRAN 2 PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

* | SALINAN |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANT! UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa scbaga: implikasi dari pembentukan Provinsi Papua
Sclatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua
Pegunungan yang merupakan pemckaran dari Provinsi
Papua serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang
merupakan pemeckaran dari Provinsi Papua Barat perlu
kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi
dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap
penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024
agar tetap terlaksana scsuai dengan jadwal dan tahapan
schingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri;

b. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua
Sclatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu
dilakukan pcnataan daerah pemilihan dan alokasi kursi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara
pemilihan umum schingga periu diberikan kepastian
hukum yang sangat segera tanpa mengganggu
penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024,

c. bahwa . ..
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Mengingat
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PRESIDEN
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bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu
dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan
penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya
kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Dacrah, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan
pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta
penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah
kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
scbagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

.dahmhumfa.humfb.danhumfcscmdalamrangka

melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Pegunungan, dan Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6766);

4. Undang-Undang . . .
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Menctapkan
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Sclatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6805);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.
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Pasal 173

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik
yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah
memenuhi persyaratan:

(2)

berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-
Undang tentang Partai Politik;

memiliki kepengurusan di seluruh provinsi,
memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima
persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan;

memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen)
jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang
bersangkutan;

menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat pusat;

memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari
jumlah penduduk pada kepengurusan partai
politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang
dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda
anggota,

mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan
pada tngkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu,
mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar
partai politik kepada KPU; dan

menyerahkan nomor rekening dana Kampanye
Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(2a) Persyaratan . . .
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(2a) Persyaratan kepengurusan partai politik sebagaimana

3)

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan persyaratan
kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada
tingkat provinsi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g, untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua
Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi
Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan
menjadi Peserta Pemilu tahun 2024.

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi
ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta
Pemilu.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 179 diubah dan
setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5)
schingga Pasal 179 berbunyi scbagai berikut:

(1

(2)

3)

(4)

Pasal 179

Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan
Pasal 178 ditctapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu
dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat
14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan
suara.

Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang
batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu
anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan
scbagai Pescerta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menggunakan nomor urut Partai Politik
Peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019
atau mengikuti penetapan nomor urut Partai Politik
Peserta Pemilu yang dilakukan sccara undi dalam
sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil
Partai Politik Peserta Pemilu.

Ketentuan mengenai penctapan nomor urut partai
politik lokal Aceh sebagai Peserta Pemilu yang
dilakukan secara undi diatur dengan Peraturan KPU.

(5) KPU . .
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(5) KPU menctapkan dan mengumumkan nomor urut
Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4).

Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga Pasal 186 berbunyi
scbagai berikut:

Pasal 186

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan scbanyak 580
(lima ratus delapan puluh).

Ketentuan Pasal 243 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (5) schingga Pasal 243 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 243

(1) Bakal calon scbagaimana dimaksud dalam Pasal 241
disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik
masing-masing.

(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditctapkan olch
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
provinsi.

(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota
ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat kabupaten/kota.

(5) Dalam hal belum terbentuk pengurus partai politik
tingkat provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan
Provinsi Papua Barat Daya, penctapan daftar bakal
calon anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk Pemilu tahun 2024, dilakukan oleh
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

8. Ketentuan . . .



Pasal Il

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

SK No 145282 A
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022 14/35
MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 224

Salinan scsuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
aBidang Perundang-undangan

SK No 145170 A



LAMPIRAN 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2017 PEMERINTAHAN. Pemilihan Umum. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang za. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan
nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat
untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan
negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai
perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan
berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian
hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien:

el bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya
suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil;

www.peraturan.go.id

2017, No.182

d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan
disederhanakan menjadi satu undang-undang secbagai
landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;

125



e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan

Umum,;

Mengingat ¢ Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18
ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan
Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB 1
PENGERTIAN ISTILAH
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17, No.182

Pasal 1

1.

10.

: 32 BN

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

www peraturan.go.id

S 2017, No.182

Pemilihan Umum yang sclanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daecrah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, yang dilaksanakan scecara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Und Und g D Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Penyelenggaraan Pe ilu adalah pelak h Pemilu
yang dilak 3 oleh penyel a Pemilu.

Presiden dan Wakil Presid dalah Presid dan Wakil
Presid seb. i di & d dal Und Und
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dewan Per il Raky vang 1 j va disingkat DPR
adalah Dewan Per il Raky b i

adalah Dewan Perwakilan Daerah b. i di ksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,
Dewan Perwakilan Rakyat D h yvang 1 j yva disingk
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan
Dewan Per dei v Daerah kabupaten /kota
o i di o e e Und Und. Da Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Penyelenggara Py ilua ialak lemb yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan D« Keh
Penyelenggara Pemilu secbagai satu kesartuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh
ralkyat.

www_peraturan.go.id

Komisi Pemilihan Umum yang 2 } i Y disi 3 KPU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,
p, dan diri dal 1ak 1k Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ¥ a dising}
KPU Provinsi adalah Penyel a Pemilu di provinsi.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu
di kabupaten /kota.

Panitia P ilih K yang 1 3 ya disingk PPK
dalah iti yang di uk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingh ¥ atau

nama lain.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

5.

22.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau
nama lain.

Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk
oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat
pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negerni
yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara
di tempat pemungutan suara luar negeri.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut
Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN
untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data
Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

www_peraturan.go.id
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Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama
lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau
nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.

38.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya
disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Tempat Pemungutan Suara yang sclanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang seclanjutnya
disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota
DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perscorangan untuk Pemilu anggota DPD,
dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

www_peraturan go.id

gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Walkil
Presiden.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon
peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yvang telah memenuhi persyaratan.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah
memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR,
anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2
(dua) Partai Politik atau lebih yang ber bersepal
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

Perscorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah
memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar
negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin,
atau sudah permnah kawin.

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak
lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan
Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau
citra diri Peserta Pemilu.

Masa Tenang adalah masa yang tidak dag dig '
untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut
Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak
pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu




Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau
Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3
Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus
melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus
memenuhi prinsip:

berkepastian hukum;
tertib;

terbuka;
proporsional;

TR M0 RN TP

profesional;
akuntabel;
efektif; dan
efisien.

F \'-. .

Pasal 4
Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:
a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi
dalam pengaturan Pemilu; dan

www_peraturan.go.id
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c. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal 5
Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota
DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil
Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara
Pemilu.
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(1)
(2)

3)

%)

35

(6)

)

3)

(1

BUKU KETIGA
PELAKSANAAN PEMILU

BAB 1
UMUM

Pasal 167
Pemilu dilaksanakan sctiap 5 (ima) tahun sckali.
Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu
ditetapkan dengan keputusan KPU.
Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada han
libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
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Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan
peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar
Pemilih;

c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

d. penectapan Peserta Pemilu;

e. penctapan jumiah kursi dan penctapan dacrah
pemilihan:

f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota:

g. masa Kampanye Pemilu;

h. Masa Tenang;

i. pemungutan dan penghitungan suara;

3. penctapan hasil Pemilu; dan

k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden
serta anggota DPR. DPD. DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten /kota.

Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan

bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada han

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan

sebelum hari pemungutan suara.

Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum berakhirmya masa jabatan Presiden dan

Wakil Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan

Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dan pemungutan suara scbagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 168
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagai satu
kesatuan daerah pemilihan.



(1)

2)

(3)

Pasal 168
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu
kesatuan daerah pemilihan.

www.peraturan.go.id
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Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten /kota dilaksanakan dengan sistem
proporsional terbuka.

Pemilu untuk memilih anggota DPD dilak ' d
sistem distrik berwakil banyak.

BAB II
PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden
adalah:

a.
b.

2017, No.182

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya diri;

suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon
Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah
melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat
lainnya;

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang
berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara
negara;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan:
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tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD. atau
DPRD;

terdaftar sebagai Pemilih:

memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan
kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir
yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi;

belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
berpendidikan paling rendah tamat sckolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah
aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang
yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan

memiliki  visi, misi, dan program dalam melaksanakan
pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 170

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden
atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri darn
jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan
anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan
anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walikota.

www.peraturan.go.id
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Pengunduran diri sebagai pejabat negara secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU
sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali.

Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen
persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 171

Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota
yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau
calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas)
hari setelah menerima surat permintaan izin dani gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan,

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai
Politk atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen
persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kedua
Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172
Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten /kota adalah partai politik.

Pasal 173
(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang
telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah
memenuhi persyaratan:
a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang
tentang Partai Politik;
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
¢. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen)
jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
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BAB VI

PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan
Calon

Paragraf 1
Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu)
pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen)
dari suara sah seccara nasional pada Pemilu anggota DPR
sebelumnya.

(1)

2)

3)

4)

(1)

2)

Pasal 223
Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai
Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam
mengusulkan Pasangan Calon.
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Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hanya dap lonkan 1 (satu)
Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai
Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang
dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah
diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik secbagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik lainnya.

Pasal 224

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat
(2) terdiri atas:
a. kesepakatan antar-Partai Politik;
b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan Pasangan Calon.
Kesepakatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang
ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan Pasangan Calon.



(1)

2)

Pasal 225

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat
mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon
Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD,
dan DPRD.

Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden
vang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang
bersangkutan.

www._peraturan.go.id
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Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

(1

2)

3)

4)

Pasal 226
Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU
sebagai Peserta Pemilu.
Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik
ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan
sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon
yang bersangkutan.
Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai
Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan
sckretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik
yvang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8
(delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 227

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

b.

kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga
Negara Indonesia;

surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

surat keterangan keschatan dari rumah sakit Pemerintah
yvang ditunjuk oleh KPU;

surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta
kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit
dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan
oleh pengadilan negeri;

surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota
DPR, DPD, dan DPRD;
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fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukt
pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan
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Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima)
tahun terakhir;

daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap
bakal calon;

surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden
atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama;

surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar
negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan
bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat
belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh
satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan
G.30.S/PKI dari kepolisian;

surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang
bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan
bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;

surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon Peserta Pemilu; dan

surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau
pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilu.
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(1)

2)

3)

(4)

(1)

2)

Pasal 228
Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa
pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang
bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode
berikutnya.
Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan
yvang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan
kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 229

Partai Polittk atau Gabungan Partai Politik dalam

mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib

menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum
atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain
partai politik atau ketua umum atau nama lain dan
sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang
bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh
pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
yang bergabung;

d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;

e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan
Calon;

www.peraturan.go.id

-142-

f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

g kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau

b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan partai politik Peserta Pemilu yang
mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.



)

(1)

()

(&)

)

(1)

(2)

3)

)

Paragraf 3
Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 230

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal
Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya
surat pencalonan.

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang
bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima scjak
diterimanya surat pencalonan.

Pasal 231
Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229
belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal
Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).
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Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
vang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon
menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU
paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat
pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang
kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai
Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon
paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil
perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif
bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan
KPU.

Pasal 232
Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untulk
mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai
pengganti.
Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik.
KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan
bakal Pasangan Calon baru.
KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan



administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada
hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal
Pasangan Calon yang baru.

Pasal 233

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak
benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan
bakal Pasangan Calon.

(1)

(2)

(1)

Pasal 234

Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau
kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap
sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau
bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi
kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon
pengganti.

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal
Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan
Calon tersebut didaftarkan.

Paragraf 4
Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Pasal 235
KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan
mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi
syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1
(satu) hari setelah selesai verifikasi.
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2)

3)

4)

(5)

6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang
pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan
Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut
Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU
memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama
2 (dua) x 7 (tujuh) hari.

Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang
memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak
mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik
bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu
berikutnya.

Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu)
Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 236

Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf ¢ dilarang menarik
calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan
oleh KPU.

Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan
Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon

pengganti.
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Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan
diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
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Pasal 237

Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap sejak penctapan Pasangan Calon sampai
dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah
satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap,
dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau
Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak
salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
KPU melakukan verifikasi dan menctapkan Pasangan Calon
pengganti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4
(empat) hari scjak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai
berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 238

Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan
suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima
belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan
Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama
3 (tiga) hari scjak Pasangan Calon berhalangan tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai
berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan

www. peraturan . go.id

_147- 2017, No.182

Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3
(tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
KPU.

Paragraf 5

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan

1)

)

)

Calon

Pasal 239
Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon
yvang dilakukan oleh KPU.
Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU
yvang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
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BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 569
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai
politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh,
dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 570

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan

perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan

dari:

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246): dan

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR. DPD, dan DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
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Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 572
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung scjnk Undang-Undang ini
diundangkan.



Pasal 573
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ted

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

144



LAMPIRAN 4 SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

U lN Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www svarish uin-antasan ac.id

ANTASARI

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- ¢44 /Un.14/111.2/PP.00.9/1/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian
Saudara (i) :

Nama : Rusli

NIM : 190102030098

Program/Jurusan : S.1/HTN (Siyasah Syar'iyyah)
Judul . Kontrak Sosial Menurut Al-Mawardi

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebt. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I . Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Pembimbing I : Dr. H. Nuril Khasyi'in, L¢c, MA.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
I tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (scbagai laporan),
2. Dosen pembimbing | dan pembimbing 11,
3. Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip,
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LAMPIRAN 5 PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
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LAMPIRAN 6 SURAT PENEPATAN JADWAL SEMINAR

PROPOSAL
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LAMPIRAN 7 SURAT TELAH MELAKSANAKAN SEMINAR

PROPOSAL
F KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UILIN FAKULTAS SYARIAH

ANTASARI

JI. A Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- @¢8  /Un.14/111. 2/PP.00 9/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN
Antasari, menyatakan dengan sebenarmya bahwa:

Nama © Rush

NIM - 190102030098

Jurusan - HTn (Siyasah Syar'iyyah)

Judul . Kontrak Sosial Menurut Al Mawardi

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal . Kamis, 4 Mei 2023
Waktu - 10.00 - 12.00
Tempat . Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing | - Dr. H. Jalaluddin, M Hum
Pembimbing Il © Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
Moderator . Siti Halimah

Pembahas Utama | = Abdul Azis /

Pembahas Utama |l ;| Erpandi Kusuma Admaja /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Mei 2023
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LAMPIRAN 8 SURAT PERMOHONAN IZIN RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
{:} UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
UI.N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
VRN Telepon (0511) 3265783
AP Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B-1267/Un.14/111.2/PP.00.9/04/2026 28 April 2026
Sifat ! Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan lzin Riset
Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama . RUSLI
NIM : 190102030098
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester . XIV (Empat Belas)
Alamat :JI. Jend Sudirman No.11 RT.013 RW. 001 Kel. Ulu

Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala
untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 28 April - 28 Mei 2026 dengan judul:

Relevansi Kontrak Sosial Menurut Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-
Mawardi dengan Sistem Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin‘frekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Dokuman inl telah dmﬁld&ﬁé% :MJ}:MQ%%:#AL‘. 7 A

yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertitikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sand Negara (BSSN)
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LAMPIRAN 9 SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
(‘\ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

e PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
U lN Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id Il web:

http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-57/Un.14/V.1/TL.00/05/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama ¢ RUSLI

NIM : 190102030098

Fakultas : Syariah

Jurusan : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada
Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 28 April 2026 sampai dengan 28
Mei 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Banjarmasin, 29 Mei 2026
la Perpustakaan,

\"Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001
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LAMPIRAN 10 SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN
KOMPREHENSIF

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
"‘:. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

& FAKULTAS SYARIAH
U lN Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
b B Telp. (0511) 3265783
ANTASARI

Email: fasya@uin-antasari.ac.id  Web: www.fs uin-antasani.ac id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 3095 /Un.14/111.2/PP.00.9/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa"

Nama Rusli
NIM - 180102030098
Jurusan - HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal ' Rabu, 27 Agustus 2025
Waktu . 08.30-10.30
Tempat . Ruang Munaqasyah |
dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota . Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota - H. Bahran, SH., MH.
Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Oktober 2025

"N o ‘.
.. o ATiéf Sulistyoko, S.Sos, M.H.
© 7 ¢ NIP. 19750609 200003 1 003

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No. : 625

152



LAMPIRAN 11 SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QUR'AN




LAMPIRAN 12 SERTIFIKAT KETERAMPILAN KOMPUTER




LAMPIRAN 13 SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK










DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

Tempat dan

Tanggal Lahir

Status Pernikahan

Agama

Warga Negara

Alamat Sekarang

Pendidikan

s Rusli

: Tabukan Raya, 8 Juni 2001

: Belum Menikah

: Islam

- WNI

: JI. Jend Sudirman Ulu Benteng, Kec.

Marabahan,Kab. Barito Kuala 70513

. SDN Tabukan Raya (2007/2008)

158



10

PengalamanOrganisasi

Orang Tua

Ayah

Nama

Pekerjaan

Alamat

Ibu

Nama

-. SMPN 1 Tabukan (2013/2014)

-. MAN 1 Barito Kuala (2016/2017)

:N/A

: Alm. Salimi

: Pedagang/Wiraswasta

: JI. Keramat RT 005 Tabukan Raya, Kec.

Tabukan,

Kab. Barito Kuala 70553

: Marlina
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Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JI. Keramat RT 005 Tabukan Raya,

Kec.Tabukan, Kab.Barito Kuala 70553

11 Saudara Anak ke-4 dari 4 bersaudara
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